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SEWA PESAWAT DARI LUAR NEGERI OLEH MASKAPAI PENERBANGAN
NASIONAL TIDAK DIPUNGUT PPN

Jakarta, 18 Juli 2019 — Presiden Joko Widodo telah menetapkan jasa persewaan pesawat udara
dari luar negeri yang dimanfaatkan oleh maskapai penerbangan nasional sebagai jasa kena pajak

dari luar daerah pabean yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN).

Penetapan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 yang diundangkan
pada 8 Juli 2019 dan mulai berlaku pada 6 September 2019. Peraturan ini merupakan pengganti

atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015.

Peraturan baru ini ditetapkan untuk mendorong daya saing industri angkutan darat, air, dan udara
serta untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pemberian fasilitas tidak dipungut PPN

atas alat angkutan tertentu dan jasa terkait alat angkutan tertentu.

Sama seperti pada peraturan sebelumnya, fasilitas tidak dipungut PPN diberikan atas impor dan
penyerahan alat angkutan tertentu termasuk kapal angkutan laut dan kapal angkutan sungai serta

suku cadangnya; pesawat udara dan suku cadangnya, serta kereta api dan suku cadangnya.

Apabila fasilitas ini disalahgunakan, yaitu apabila alat angkutan digunakan tidak sesuai dengan
tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain maka PPN yang tidak dipungut menjadi
wajib dibayar. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pemindahtanganan dilakukan dalam keadaan

kahar.

Salinan peraturan ini dapat diunduh pada www.pajak.go.id.
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